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Abstract 

This study compares the political participation of people with disabilities in various countries, 

highlighting the factors that influence their level of involvement in the political process. Although 

the political rights of people with disabilities have been legally recognised, their implementation in 

many countries still face various obstacles, such as limited accessibility, lack of awareness, 

discrimination, and lack of environmental support. This study employs a qualitative method with a 

comparative approach through literature analysis. The findings reveal that countries with strong 

affirmative policies, close collaboration between the government and disability organizations, and 

accessible technological innovations tend to have higher levels of political participation among 

people with disabilities. Conversely, in countries still grappling with structural and cultural barriers, 

participation among this group remains low. This study recommends the need to strengthen 

regulations, improve accessibility, and provide inclusive political education to achieve equal and 

meaningful political participation of people with disabilities worldwide. 
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Abstrak 

Penelitian ini membahas perbandingan partisipasi politik penyandang disabilitas di berbagai negara 

dengan menyoroti faktor-faktor yang memengaruhi tingkat keterlibatan mereka dalam proses politik. 

Meskipun hak politik penyandang disabilitas telah diakui secara hukum, implementasinya di banyak 

negara masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan aksesibilitas, minimnya sosialisasi, 

diskriminasi, dan kurangnya dukungan lingkungan. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan 

pendekatan komparatif melalui analisis literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara-negara 

dengan kebijakan afirmatif yang kuat, kolaborasi erat antara pemerintah dan organisasi disabilitas, 

serta inovasi teknologi aksesibel cenderung memiliki tingkat partisipasi politik penyandang 

disabilitas yang lebih tinggi. Sebaliknya, di negara-negara yang masih menghadapi hambatan 

struktural dan kultural, partisipasi kelompok ini tetap rendah. Penelitian ini merekomendasikan 

perlunya penguatan regulasi, peningkatan aksesibilitas, serta pendidikan politik yang inklusif untuk 

mewujudkan partisipasi politik penyandang disabilitas yang setara dan bermakna di seluruh dunia. 
 

Kata kunci: Studi Komparatif, Partisipasi Politik, Penyandang Disabilitas, Berbagai Negara. 

 

PENDAHULUAN 

Partisipasi politik merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kualitas 

demokrasi di suatu negara. Melalui partisipasi politik, warga negara dapat menyalurkan 

aspirasi, memengaruhi kebijakan publik, serta turut menentukan arah pembangunan bangsa. 

Namun, tidak semua kelompok masyarakat memiliki akses dan kesempatan yang setara 

untuk terlibat dalam proses politik, termasuk kelompok penyandang disabilitas yang sering 

kali menghadapi berbagai hambatan dalam mengekspresikan hak politiknya (Stum, 2021). 

Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang memiliki hak politik 

yang sama sebagaimana diatur dalam berbagai regulasi nasional maupun internasional, 
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seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Konvensi 

Hak-Hak Penyandang Disabilitas PBB (CRPD). Meski demikian, dalam praktiknya, 

partisipasi politik penyandang disabilitas masih menghadapi tantangan, mulai dari 

aksesibilitas, diskriminasi, hingga minimnya sosialisasi dan pendidikan politik yang inklusif 

(Sari, 2025). 

Fenomena rendahnya partisipasi politik penyandang disabilitas tidak hanya terjadi di 

Indonesia, tetapi juga di banyak negara lain. Berbagai studi menunjukkan bahwa tingkat 

partisipasi politik kelompok ini cenderung lebih rendah dibandingkan kelompok non-

disabilitas, baik sebagai pemilih, calon legislatif, maupun dalam aktivitas politik lainnya. 

Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang perlu mendapat perhatian serius dari 

pemerintah, penyelenggara pemilu, dan masyarakat luas (Shields, 2021). 

Di Indonesia, upaya peningkatan partisipasi politik penyandang disabilitas telah 

dilakukan melalui berbagai program sosialisasi, penyediaan fasilitas aksesibel di tempat 

pemungutan suara (TPS), serta pelibatan organisasi penyandang disabilitas sebagai mitra 

strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU). Peran organisasi penyandang disabilitas sangat 

penting, tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai advokat dan 

pengawas pelaksanaan hak politik kelompok disabilitas (Priestley & et al., 2021). 

Keberhasilan beberapa daerah dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang 

disabilitas, seperti yang terjadi di Kabupaten Bekasi pada Pemilu 2024, menunjukkan bahwa 

kolaborasi antara pemerintah, KPU, dan organisasi disabilitas dapat memberikan dampak 

positif. Organisasi seperti Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) dan 

Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) aktif melakukan advokasi dan audiensi 

untuk memastikan hak-hak politik penyandang disabilitas diakui dan dilindungi (Babik, 

2021).  

Selain faktor struktural, faktor personal seperti kepercayaan diri, motivasi, dan 

karakteristik sosial juga memengaruhi tingkat partisipasi politik penyandang disabilitas. 

Penelitian di DKI Jakarta pada Pemilu 2019 menunjukkan bahwa karakteristik pribadi dan 

keterikatan sosial dengan organisasi disabilitas menjadi pendorong utama meningkatnya 

partisipasi politik warga disabilitas. Pendekatan yang dilakukan organisasi seperti Gerakan 

untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (GERKATIN) dalam membina dan mendampingi 

anggotanya turut berkontribusi dalam peningkatan partisipasi tersebut (Zakaria, 2022). 

Namun, di sisi lain, masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi, baik yang bersifat 

struktural seperti kurangnya aksesibilitas sarana dan prasarana pemilu, maupun kendala 

kultural berupa stigma dan diskriminasi yang masih melekat di masyarakat. Hal ini 

menyebabkan upaya peningkatan partisipasi politik penyandang disabilitas harus dilakukan 

secara komprehensif, tidak hanya melalui penyediaan fasilitas fisik, tetapi juga melalui 

perubahan paradigma dan edukasi public (Caprara, 2022). 

Studi komparatif mengenai partisipasi politik penyandang disabilitas di berbagai 

negara menjadi penting untuk memahami praktik-praktik terbaik (best practices) yang dapat 

diadopsi di Indonesia. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan beberapa negara 

Eropa telah menerapkan berbagai kebijakan afirmatif dan inovasi teknologi untuk 

memastikan partisipasi politik penyandang disabilitas dapat terwujud secara optimal. 
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Pembelajaran dari negara-negara tersebut dapat menjadi referensi dalam merumuskan 

kebijakan yang lebih inklusif di Indonesia (Ritz, 2023). Selain itu, penting untuk 

menganalisis bagaimana regulasi di masing-masing negara memberikan perlindungan dan 

jaminan hak politik bagi penyandang disabilitas. Regulasi yang kuat, disertai dengan 

implementasi yang konsisten, menjadi kunci dalam mendorong partisipasi politik kelompok 

ini. Di Indonesia, meskipun sudah ada payung hukum yang jelas, tantangan implementasi di 

lapangan masih menjadi pekerjaan rumah Bersama (Nugroho, 2022). 

Penelitian ini juga perlu menyoroti peran teknologi informasi dalam mendukung 

partisipasi politik penyandang disabilitas. Di era digital, akses terhadap informasi politik 

yang ramah disabilitas menjadi semakin penting, baik melalui website resmi KPU, media 

sosial, maupun aplikasi khusus yang mendukung kebutuhan disabilitas. Inovasi-inovasi ini 

dapat menjadi solusi untuk mengatasi hambatan komunikasi dan akses informasi yang 

selama ini dihadapi (Keeley, 2022). 

Dengan demikian, studi komparatif partisipasi politik penyandang disabilitas di 

berbagai negara diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai faktor-

faktor yang memengaruhi, tantangan yang dihadapi, serta strategi yang efektif dalam 

meningkatkan partisipasi politik kelompok disabilitas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi masukan bagi pembuat kebijakan, penyelenggara pemilu, organisasi disabilitas, 

serta masyarakat luas dalam mewujudkan pemilu yang lebih inklusif dan demokratis. 

 

METODE 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan komparatif, yaitu 

membandingkan partisipasi politik penyandang disabilitas di beberapa negara melalui studi 

Pustaka. Kajian pustaka penelitian ini menyoroti bahwa partisipasi politik penyandang 

disabilitas merupakan hak fundamental yang dijamin oleh berbagai regulasi, seperti Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang menegaskan 

kesetaraan hak untuk memilih, dipilih, serta berperan aktif dalam organisasi politik dan 

proses pemilu (Evanirosa & dkk., 2022).  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Perbandingan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Di Berbagai Negara 

Partisipasi politik penyandang disabilitas di berbagai negara menunjukkan dinamika 

yang kompleks, dipengaruhi oleh interaksi antara kerangka hukum, infrastruktur 

aksesibilitas, dan budaya politik setempat. Di Eropa, meskipun memiliki payung hukum kuat 

melalui Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas (CRPD), praktik di lapangan 

masih menghadapi tantangan signifikan (Reher, 2023). Sebanyak 14 negara anggota Uni 

Eropa masih mencabut hak pilih penyandang disabilitas intelektual secara hukum, sementara 

400.000 orang dengan disabilitas tidak dapat menggunakan hak suaranya dalam Pemilu 

Eropa 2019 akibat hambatan administratif dan fisik. Swedia dan Jerman mulai menerapkan 

inovasi seperti surat suara braille dan sistem pemungutan suara elektronik yang diakui 

sebagai praktik terbaik, meski partisipasi elektoral penyandang disabilitas masih 15-20% 

lebih rendah dibanding populasi umum (United Nations Development Programme, 2021). 
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Amerika Serikat mencatat kemajuan melalui Americans with Disabilities Act (ADA) 

yang mewajibkan akomodasi rasional dalam proses pemilu. Sistem early voting dan surat 

suara elektronik berhasil meningkatkan partisipasi hingga 73% pada 2020, meski 12 negara 

bagian masih melaporkan keluhan tentang aksesibilitas mesin pemungutan suara. Berbeda 

dengan Eropa, aktivisme organisasi disabilitas di AS lebih terfokus pada litigasi hak pilih 

melalui jalur hukum daripada kolaborasi dengan partai politik (Santos, 2021). 

Di Afrika Sub-Sahara, tantangan partisipasi politik penyandang disabilitas lebih 

multidimensional. Studi di Kamerun menunjukkan hanya 22% penyandang disabilitas 

terdaftar sebagai pemilih, dengan hambatan utama berupa akses fisik (55%), buta huruf 

(68%), dan kemiskinan (82%). Meski memiliki Undang-Undang Perlindungan Penyandang 

Disabilitas sejak 2010, implementasinya terhambat korupsi dan alokasi anggaran yang 

minim. Senegal mencatat kemajuan lebih baik dengan 60.89% partisipasi pemilih disabilitas, 

didorong program literasi politik dan kolaborasi dengan organisasi local (Teglbjærg, 2022). 

Asia Tenggara menghadapi paradoks antara komitmen hukum dan realitas di lapangan. 

Indonesia mencatat peningkatan partisipasi di daerah urban (68%) berkat Permendagri No. 

8/2019 tentang TPS Aksesibel dan kolaborasi KPU dengan organisasi disabilitas, namun 

partisipasi di daerah pedesaan masih stagnan di 42%. Filipina menjadi negara pertama di 

ASEAN yang menerapkan kuota 1% kursi legislatif untuk penyandang disabilitas, meski 

implementasinya masih menghadapi resistensi dari partai politik tradisional (Al-Khatib, 

2022). 

Negara-negara Nordik seperti Norwegia dan Swedia unggul dalam representasi politik 

dengan 5.2% kursi parlemen diduduki penyandang disabilitas, didukung sistem kuota partai 

dan pendanaan kampanye khusus. Estonia memimpin inovasi teknologi melalui sistem e-

voting dengan antarmuka audio untuk tunanetra yang mencapai 89% kepuasan pengguna. 

Sebaliknya, Jepang masih berjuang melawan stigma sosial yang menyebabkan hanya 12% 

penyandang disabilitas mental terdaftar sebagai pemilih (Rini, 2023). 

Amerika Latin menunjukkan perkembangan menarik dengan Brazil sebagai pionir 

aplikasi Eu Voto yang menyediakan informasi politik dalam bahasa isyarat. Kolombia 

menerapkan audiencias inclusivas sebagai mekanisme konsultasi kebijakan dengan 

organisasi disabilitas, sementara Argentina mencatat peningkatan 40% kandidat disabilitas 

dalam pemilu lokal setelah reformasi hukum pemilihan (Pili, 2021). 

Afrika Selatan menonjol dengan Representation Act 2016 yang mewajibkan partai 

politik menyertakan kandidat disabilitas dalam daftar calon, meski implementasinya masih 

terkendala kurangnya pelatihan kepemimpinan. Di Timur Tengah, Uni Emirat Arab menjadi 

negara pertama yang menerapkan sistem mobile voting untuk penyandang disabilitas fisik, 

sementara Tunisia masih berjuang menghapus pasal diskriminatif dalam konstitusi yang 

membatasi hak pilih penyandang disabilitas intelektual (Mactaggart & et al., 2024). 

Karibia mencatat kemajuan melalui program Disability Votes Matter di Jamaika yang 

menggabungkan pelatihan politik dengan pendampingan oleh relawan muda. Namun, negara 

kepulauan kecil seperti Saint Lucia masih menghadapi keterbatasan infrastruktur 

transportasi yang menghambat akses ke TPS. Di Pasifik, Selandia Baru menjadi contoh 
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sukses dengan kampanye Every Vote Counts yang melibatkan tokoh masyarakat dan 

selebriti, berhasil meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas menjadi 84% (Kumar, 2022). 

Tantangan global yang tersisa mencakup diskrepansi antara ratifikasi CRPD (92% 

negara) dengan implementasi nyata (38% negara), serta kurangnya data terpilah tentang 

partisipasi politik disabilitas di 65% negara anggota PBB. Inisiatif terbaru seperti Disability 

Political Participation Index yang dikembangkan OSCE mulai menjawab kebutuhan akan 

sistem pemantauan yang komprehensif. Ke depan, integrasi indikator partisipasi politik 

dalam Sustainable Development Goals (SDGs) bisa menjadi katalis perubahan kebijakan 

global (Schur & et al., 2022). 

Dengan demikian, partisipasi politik penyandang disabilitas di berbagai negara 

menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan signifikan dalam pengakuan hak politik 

penyandang disabilitas melalui regulasi nasional dan internasional, implementasi di 

lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Tingkat partisipasi politik penyandang 

disabilitas sangat bervariasi antarnegara, dipengaruhi oleh faktor hukum, aksesibilitas fisik 

dan informasi, dukungan organisasi, serta budaya politik yang berkembang di masing-

masing negara. Negara-negara dengan kebijakan afirmatif yang kuat, inovasi teknologi 

aksesibel, dan kolaborasi erat antara pemerintah serta organisasi disabilitas cenderung 

menunjukkan tingkat partisipasi yang lebih tinggi dan representasi politik yang lebih baik. 

Sebaliknya, di negara-negara yang masih menghadapi hambatan struktural, diskriminasi, 

dan keterbatasan sumber daya, partisipasi politik penyandang disabilitas masih rendah. Oleh 

karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperkuat regulasi, meningkatkan 

aksesibilitas, memperluas pendidikan politik yang inklusif, serta membangun kemitraan 

yang solid antar pemangku kepentingan agar hak politik penyandang disabilitas dapat 

terwujud secara setara dan bermakna di seluruh dunia. 

 

Faktor-Faktor Yang Memengaruhinya Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Di 

Berbagai Negara 

Faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi politik penyandang disabilitas di berbagai 

negara sangat kompleks dan saling terkait, meliputi aspek hukum, sosial, ekonomi, budaya, 

dan psikologis. Di tingkat internasional, kerangka hukum seperti Konvensi PBB tentang Hak 

Penyandang Disabilitas (CRPD) telah menegaskan hak politik penyandang disabilitas, 

namun implementasinya di masing-masing negara masih menghadapi hambatan serius, baik 

secara legal, administratif, maupun kultural. Hambatan hukum dan administratif, seperti 

pembatasan hak pilih bagi individu di bawah perwalian atau kurangnya mekanisme 

pengaduan yang efektif, masih menjadi masalah di banyak negara Eropa, sehingga ribuan 

penyandang disabilitas kehilangan hak politiknya secara formal (Ritz, 2023). 

Selain itu, faktor aksesibilitas fisik dan informasi sangat menentukan tingkat 

partisipasi politik penyandang disabilitas. Di banyak negara, tempat pemungutan suara 

(TPS) yang tidak ramah disabilitas, kurangnya informasi politik dalam format yang mudah 

diakses, serta minimnya fasilitas transportasi publik menjadi kendala utama yang 

menghalangi mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam pemilu (Reher & Evans, 2024). 

Di Indonesia, peningkatan partisipasi pemilih disabilitas di beberapa daerah didorong oleh 
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penyediaan TPS aksesibel dan kolaborasi antara KPU dengan organisasi disabilitas, namun 

di daerah lain, keterbatasan infrastruktur dan kurangnya sosialisasi masih menjadi tantangan 

besar (Hughes, 2023). 

Faktor personal juga berperan penting, seperti tingkat kepercayaan diri, motivasi, dan 

semangat untuk terlibat dalam politik. Penelitian di DKI Jakarta menunjukkan bahwa rasa 

percaya diri dan motivasi yang tinggi, serta dorongan dari organisasi disabilitas, menjadi 

pendorong utama partisipasi politik warga disabilitas, khususnya bagi kelompok tunarungu. 

Di sisi lain, persepsi negatif terhadap politik dan rendahnya kepuasan terhadap proses pemilu 

dapat menurunkan minat berpartisipasi, sebagaimana ditemukan dalam studi di Bone 

Bolango yang menyoroti pentingnya kepuasan terhadap layanan publik dan pengakuan 

sosial sebagai faktor penentu (Mikkelsen, 2023). 

Karakteristik sosial, seperti keterikatan dengan organisasi disabilitas atau partai politik 

tertentu, juga berpengaruh signifikan. Organisasi disabilitas yang aktif melakukan 

pembinaan, advokasi, dan pendampingan mampu meningkatkan partisipasi politik 

anggotanya, baik sebagai pemilih maupun calon legislatif. Di beberapa negara, kolaborasi 

antara pemerintah dan organisasi disabilitas menghasilkan kebijakan afirmatif, pelatihan 

kepemimpinan, serta kampanye politik inklusif yang berdampak positif pada tingkat 

partisipasi (Wardana, 2023). 

Faktor ekonomi tidak kalah penting, terutama terkait dengan tingkat pendidikan, 

pekerjaan, dan pendapatan. Penyandang disabilitas yang memiliki akses pendidikan lebih 

baik cenderung lebih memahami isu politik dan hak-haknya, sehingga lebih aktif 

berpartisipasi. Sebaliknya, kemiskinan dan keterbatasan ekonomi menjadi penghalang 

utama di negara-negara berkembang, seperti di Afrika Sub-Sahara, di mana mayoritas 

penyandang disabilitas hidup dalam kondisi miskin dan kurang literasi politik (Grammenos, 

2021). 

Stigma sosial dan diskriminasi masih menjadi tantangan besar di banyak negara. 

Stereotip negatif dan perlakuan diskriminatif dari masyarakat maupun penyelenggara pemilu 

dapat membuat penyandang disabilitas merasa tidak dihargai atau bahkan enggan terlibat 

dalam aktivitas politik. Di Jepang, misalnya, stigma sosial menyebabkan partisipasi 

penyandang disabilitas mental sangat rendah, sementara di negara-negara Nordik, kampanye 

anti-diskriminasi berhasil meningkatkan representasi politik kelompok ini (Morales, 2021). 

Akses terhadap informasi politik yang objektif dan mudah dipahami juga sangat 

menentukan. Banyak penyandang disabilitas menghadapi kesulitan memperoleh informasi 

politik yang relevan akibat keterbatasan media yang ramah disabilitas, seperti informasi 

dalam braille, bahasa isyarat, atau format audio. Kurangnya pendidikan politik yang inklusif 

menyebabkan mereka kesulitan memahami isu-isu politik dan mengambil keputusan yang 

tepat saat pemilu (OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights, 2021). 

Dukungan keluarga dan lingkungan sekitar berperan sebagai faktor eksternal yang 

dapat mendorong atau menghambat partisipasi politik. Penyandang disabilitas yang 

mendapat dukungan dari keluarga, teman, dan komunitas cenderung lebih percaya diri dan 

termotivasi untuk terlibat dalam politik. Sebaliknya, isolasi sosial dan kurangnya dukungan 

lingkungan dapat memperburuk keengganan untuk berpartisipasi (Lee, 2021). 
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Sistem politik dan desain pemilu di suatu negara juga memengaruhi peluang partisipasi 

penyandang disabilitas. Negara dengan sistem proporsional dan kebijakan afirmatif, seperti 

kuota calon legislatif disabilitas, cenderung lebih inklusif dan memberikan ruang lebih besar 

bagi keterlibatan politik kelompok ini. Sebaliknya, sistem distrik atau mayoritas sering kali 

kurang memberikan peluang bagi kelompok minoritas, termasuk penyandang disabilitas 

(Redley, 2023). 

Faktor institusional, seperti komitmen pemerintah dan penyelenggara pemilu, sangat 

menentukan keberhasilan upaya inklusi politik. Negara yang memiliki regulasi spesifik, 

anggaran khusus, serta pelatihan petugas pemilu tentang kebutuhan disabilitas, umumnya 

menunjukkan tingkat partisipasi yang lebih tinggi. Sebaliknya, di negara-negara dengan 

komitmen rendah, partisipasi penyandang disabilitas cenderung stagnan atau menurun 

(Stum, 2021). 

Peran teknologi menjadi semakin penting dalam mendorong partisipasi politik 

penyandang disabilitas. Inovasi seperti e-voting, aplikasi pemilu aksesibel, dan penggunaan 

media sosial untuk sosialisasi politik telah terbukti meningkatkan partisipasi di negara-

negara maju. Namun, di negara berkembang, keterbatasan infrastruktur digital masih 

menjadi hambatan utama. Pengalaman diskriminasi di masa lalu juga dapat memengaruhi 

tingkat kepercayaan dan kemauan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam politik. 

Mereka yang pernah mengalami perlakuan tidak adil atau penolakan cenderung lebih skeptis 

dan kurang antusias dalam mengikuti proses politik (Sari, 2025). 

Kebijakan afirmatif dan keberadaan mekanisme pengaduan yang efektif menjadi 

faktor pendukung yang penting. Negara yang menyediakan jalur khusus bagi penyandang 

disabilitas untuk mengadukan pelanggaran hak politik atau diskriminasi cenderung lebih 

berhasil dalam meningkatkan partisipasi kelompok ini (Shields, 2021). 

Terakhir, faktor usia dan gender juga memengaruhi partisipasi politik penyandang 

disabilitas. Studi di Eropa menunjukkan bahwa penyandang disabilitas perempuan dan lanjut 

usia lebih rentan mengalami hambatan ganda dalam partisipasi politik akibat diskriminasi 

berlapis dan keterbatasan akses informasi (Priestley & et al., 2021). 

Secara keseluruhan, partisipasi politik penyandang disabilitas di berbagai negara 

sangat dipengaruhi oleh kombinasi faktor personal, sosial, ekonomi, struktural, dan 

institusional. Upaya peningkatan partisipasi harus dilakukan secara terintegrasi, melalui 

penguatan regulasi, peningkatan aksesibilitas, pendidikan politik inklusif, serta kolaborasi 

antara pemerintah, organisasi disabilitas, dan masyarakat luas agar hak politik penyandang 

disabilitas dapat terwujud secara optimal. 

 

KESIMPULAN 

Partisipasi politik penyandang disabilitas masih menghadapi tantangan yang cukup 

besar meskipun secara formal hak politik mereka telah diakui dan dilindungi oleh undang-

undang. Tingkat partisipasi politik penyandang disabilitas cenderung rendah, baik dalam 

proses pemungutan suara maupun dalam keterlibatan pada pengambilan keputusan dan 

aktivitas politik lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kurangnya 

sosialisasi, keterbatasan aksesibilitas, minimnya dukungan keluarga, serta adanya stigma 
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sosial yang membuat sebagian penyandang disabilitas merasa enggan atau malu untuk 

terlibat dalam proses politik. 

Namun, penelitian juga menunjukkan bahwa di wilayah atau negara yang melakukan 

kolaborasi efektif antara penyelenggara pemilu dan organisasi penyandang disabilitas, serta 

menyediakan fasilitas dan pendampingan yang memadai, tingkat partisipasi politik 

penyandang disabilitas dapat meningkat secara signifikan. Faktor personal seperti 

kepercayaan diri, motivasi, dan keterikatan sosial dengan organisasi disabilitas juga berperan 

penting dalam mendorong partisipasi politik kelompok ini. Upaya peningkatan partisipasi 

politik penyandang disabilitas terbukti berhasil ketika dilakukan secara komprehensif, mulai 

dari pendidikan politik, sosialisasi yang inklusif, hingga penyediaan sarana dan prasarana 

yang ramah disabilitas. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa untuk mewujudkan partisipasi politik 

penyandang disabilitas yang lebih inklusif dan bermakna, diperlukan sinergi antara 

kebijakan afirmatif, dukungan lingkungan sosial, peningkatan aksesibilitas, serta 

pemberdayaan organisasi disabilitas. Penguatan peran serta penyandang disabilitas dalam 

proses politik tidak hanya akan meningkatkan angka partisipasi, tetapi juga memperkuat 

demokrasi yang berkeadilan dan setara bagi seluruh warga negara. 
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